PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); .
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6410); -
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10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas System Keuangan untuk Penanganan Pandemi
COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilatas System
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; .
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4664);,
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15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);,




20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); .~
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73); /

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;_-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; v




26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.02 /2013

27.

28.

29.

tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.02/2013 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;_-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2018
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2018 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran; »

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik; -



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019
tentang Batas Maksimal Komulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas
Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran
2020; -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.07 /2019
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik; -
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus; -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019
tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana
Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Tahun 2019; ,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah; y,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019
tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pembayaran selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan
Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; v
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/ PMK.07/2019
tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan
Penyaluran Dana Bagi Hasil TW IV Tahun Anggaran
2019;/

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/ PMK.07/2020
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/ PMK.07 /2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020;



41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/ PMK.07/2020
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Menurut daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease (COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2020
tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah; 7
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020
tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar dan
Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);_.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2020; _

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/ PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan
Periode kedua Tahun Anggaran 2020; "

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/ KM.7/2020
tentang Penyaluran Dana Alokasi Fisik Bidang Kesehatan
dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka
pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19); ,
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s

50.

S1.

S52.

S3.

54.

55.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/Km.7/2020
tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum
dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah
yang tidak menyampaikan laporan  penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/Km.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tambahan Gelombang IIl Tahun Anggaran 2020; -
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177 /KMK.07
/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun
Anggaran 2020 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
dan Perekonomian Nasional; >

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); ,

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10});




e R

Menetapkan :

56. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2020 Nomor 45); /

57. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 98),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 98
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2020 Nomor 23)..

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 dengan
rincian sebagai berikut:,

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp1.678.836.394.362,07.

b. Bertambah Rp 130.019.465.918,93.

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Rp1.808.855.860.281,00.
perubahan
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2. Belanja Daerah :

a. Semula Rp1.715.134.483.922,07,
b. Bertambah Rp 300.076.319.576,06
Jumlah Belanja Daerah setelah

bal Rp 2.015.210.803.498,13 .~

Surplus/(Defisit) Rp(206.354.943.217,13)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

sejumlah
1. Semula Rp36.298.089.560,00,
2. Bertambah Rp 170.056.853.657,13,
Jumlah penerimaan setelah
perubahan
Rp(206.354.943.217,13)
b. Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah
1. Semula Rp0,00-
2. Berkurang Rp0,00.
Jumlah pengeluaran setelah
Rp0,00,

perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp206.354.943.217,13.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahur

Rp0,00
berkenaan PR

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini._

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.,
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Pasal 4

Lampiran Daftar nama penerima, alamat dan besaran
alokasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI I RAWAS,

HE DRJF\ UNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

q.-\

e

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR .57
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